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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Keantariksaan, perlu menetapkan Peraturan Presiden
tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5435);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya
dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan LAPAN adalah lembaga
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pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan
pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

(2) LAPAN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

LAPAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta
penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LAPAN
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan
pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan
dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya;

b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sains antariksa dan
atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan
jauh serta pemanfaatannya;

c. penyelenggaraan keantariksaan;

d. pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas
LAPAN;

e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAPAN;

f. pelaksanaan kajian kebijakan strategis penerbangan dan antariksa;

g. pelaksanaan penjalaran teknologi penerbangan dan antariksa;

h. pelaksanaan pengelolaan standardisasi dan sistem informasi
penerbangan dan antariksa;

i. pengawasan atas pelaksanaan tugas LAPAN; dan

j. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang penelitian
dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi
penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta
pemanfaatannya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dan Pasal 3, LAPAN dikoordinasikan oleh menteri yang
membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
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BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

LAPAN terdiri atas:

a. Kepala;

b. Sekretariat Utama;

c. Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer;

d. Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa; dan

e. Deputi Bidang Penginderaan Jauh.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin LAPAN dalam melaksanakan tugas
dan fungsi LAPAN.

Bagian Ketiga

Sekretariat Utama

Pasal 7

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai
tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan LAPAN.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan LAPAN;

b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran
LAPAN;

c. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana;
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d. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;

e. pelayanan administrasi kerja sama dan pelaksanaan hubungan
masyarakat;

f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
sumber daya aparatur, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan dan
rumah tangga, barang milik negara, serta arsip dan dokumentasi; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

(1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 4 (empat) Biro.

(2) Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.

(3) Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(4) Bagi Biro yang menangani fungsi perencanaan, peraturan perundang-
undangan, aparatur, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri
atas kelompok jabatan fungsional.

(5) Khusus Bagian yang menangani urusan tata usaha pimpinan terdiri
atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat

Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer

Pasal 11

(1) Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer adalah unsur pelaksana
sebagian tugas dan fungsi LAPAN di bidang sains antariksa dan
atmosfer yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala.

(2) Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer dipimpin oleh Deputi.

Pasal 12

Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
penelitian, pengembangan dan pemanfaatan serta penyelenggaraan
keantariksaan di bidang sains antariksa dan atmosfer.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,
Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan
dan pemanfaatan sains antariksa dan atmosfer;
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b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sains antariksa
serta pemanfaatannya;

c. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sains atmosfer
serta pemanfaatannya;

d. pemberian informasi khusus tentang cuaca antariksa dan benda jatuh
antariksa serta peringatan dini, mitigasi dan penanganan bencana
akibat cuaca antariksa dan benda jatuh antariksa;

e. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian dan
pengembangan sains antariksa dan atmosfer; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 14

(1) Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer terdiri atas paling
banyak 4 (empat) Pusat.

(2) Pusat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Bagian
yang menangani fungsi ketatausahaan.

(3) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(4) Pusat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa

Pasal 15

(1) Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa adalah unsur
pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAPAN di bidang teknologi
penerbangan dan antariksa yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa dipimpin oleh
Deputi.

Pasal 16

Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
penelitian, pengembangan dan pemanfaatan serta penyelenggaraan
keantariksaan di bidang teknologi penerbangan dan antariksa.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa menyelenggarakan
fungsi:
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